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RetnoPuspoDewi. S351502025 PEMBATALAN AKTA  PERJANJIAN
PENGIKATAN JUAL BELI HAK ATAS TANAH AKIBAT
WANPRESTASI. PROGRAM KENOTARITAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SESBELAS MARET.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum
atau alasan (ratio decidendi) pengambilan keputusan atas pembatalan Akta
perjanjian Pengikatan Jual Beli hak atas tanah oleh pengadilan, serta akibat
hukum pembatalan akta perjanjian pengikatan jual beli hak atas tanah yang
dilakukan para pihak dihadapan Notaris. Penelitian ini menggunakan metode
pendekatan Undang-Undang (statute approach) dan pendekatan kasus (case
approach). Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap
kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dan telah menjadi putusan
pengadilan sehingga telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sehingga dalam
pemecahan masalah ini yang diutamakan ratio decidendi atau reasoning, yaitu
dasar pertimbangan atau alasan alasan hakim untuk sampai kepada keputusannya.
Bahan hukum meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpula
nadalah teknik studi pustaka dan analisis bahan hukum dengan penalaran deduksi.
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pertimbangan
hakim atau alasan (ratio decidendi) yang menyebabkan pembatalan Akta
Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanah oleh pengadilan adalah : pembelit
tidak melunasi sisa harga tanah sampai jangka waktu yang dijanjikan, pembeli
tidak mempunyai itikad untuk menyelesaikan perjanjian, dan wanprestasi oleh
pembeli.
Akibat hukum dari pembatalan pengikatan jual beli yang dibuat dihadapan
notaries tersebut adalah ganti kerugian, pembatalan perjanjian, dan pembatalan
disertai ganti kerugian. Adanya tuntutan hukum ganti rugi seluruh biaya berikut
bunga dari pihak yang merasa dirugikan atas pembatalan pengikatan jual beli
tanah, yaitu penggantian biaya (kosten), ganti rugi (schaden) dan bunga
(interesten) karena tidak terpenuhinya suatu perikatan. Gugatan hukum dapat
dilakukan kepengadilan (litigasi) setelah sebelumnya didahului dengan
peringatan (somatie) yang disampaikan oleh pihak yang merasa dirugikan.
Keputusan hakim yang menyatakan tergugat harus membayar ganti rugi materiil
kurang memenuhi rasa keadilan karena tidak memperhatikan iktikad pembeli
yang akan melunasi dengan bilyet giro serta pembeli belum pernah menikmati
tanah tersebut dan  jugab tidak mempergunakan sertipikat tanahnya
.Kata Kunci :Pengikatan Jual Beli, PembatalanAkta, Ratio Decidendi
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ABSTRACT
RETNO PUSPO DEWI. S351502025 CANCELLATION OF THE DEED OF
SALE AND PURCHASE OF LAND RIGHTS AGREEMENTS DUE TO
WANPRESTASI. PROGRAM NOTARY LAW FACULTY UNIVERSITY
OF SEBELAS MARET
The purpose of this study was to determine the reason (ratio decidendi)
decision on the cancellation of the Deed of Sale and Purchase Agreement of land
by the court, as well as the legal consequences of the cancellation of the deed of
sale and purchase agreements binding land rights done by the parties before the
Notary. This research use method approach of law (statute approach) and the
approach of the case (case approach). Case approach by performing review of
cases relating to the issues faced and has been a court decision that has had
permanent legal force. This, in solving this problem the preferred ratio decidendi
or reasoning, which is the reason the reason the judges to arrive at a decision.
Legal materials include primary and secondary legal materials.Collection
technique is a technique literature study and analysis of legal material with
deductive reasoning.
Based on the results of this study concluded that consideration of the judge
(ratio decidendi) which caused the cancellation Deed Sale and Purchase Rights to
Land by the court are: the buyer did not pay the remaining price of the land until
the time period promised, the buyer does not have the intention to finalize the
agreement, the action defaults by buyer.
The binding legal effect of the cancellation of the sale and purchase made
before notaries are damages, cancellation of the agreement, and cancellation
accompanied by compensation. A lawsuit for compensation of all costs plus
interest from parties who feel aggrieved over the cancellation of the binding sale
and purchase of land, namely the replacement costs (Kosten), loss (schaden) and
flowers (interesten) due to non-fulfillment of an engagement. Lawsuits can be
made to court (litigation) after it was preceded by a warning (somatie) submitted
by parties who feel aggrieved. The court decision stated the buyer must pay Gant
irugi material does not meet the values of justice because they do not pay
attention to faith buyer that will pay off through the slips giro and buyers have
never enjoyed such land either physically or use master certificate of land
Key Words :cancellation of the Deed, Binding sale and Purchase Agreement,
Tort, Reason of Judges
